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Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon juga sebagai
nasabah dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan
Cabang Cileunyi. Pemohon beranggapan dirugikan hak konstitusionalnya dengan
berlakunya Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 karena norma a quo
menimbulkan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon
adalah Pengujian UU 19/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki surat berharga syariah
negara atau Sukuk Negara yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya
norma Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 telah karena norma a quo tidak
memberikan kepastian hukum terhadap prinsip syariah dalam produk lembaga keuangan
syariah dalam hal ini adalah Sukuk Negara. Dengan demikian, telah tampak adanya
hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya
dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika
permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal
inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut
Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam permohonan a quo

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, maka isu
konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 UU 19/2008



2.

3.

konstitusional apabila dimaknai “prinsip syariah”;

Apakah benar frasa “atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah” dalam Penjelasan
Pasal 25 UU 19/2008 bertentangan dengan UUD 1945;

Apakah frasa “yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam
menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia” dalam
Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 konstitusional apabila dimaknai “kewenangan
Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di
bidang syariah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang
berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah”.

Terhadap isu konstitusional tersebut, maka Mahkamah memberikan

pertimbangannya sebagai berikut:

1.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal
25 UU 19/2008 inkonstitusional apabila tidak dimaknai “prinsip syariah”, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

Sukuk atau lebih dikenal sebagai obligasi syariah adalah instrumen keuangan
berupa surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas aset, baik itu berupa
tangible, intangible ataupun kontrak proyek dari aktivitas tertentu yang mewajibkan
emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang sukuk dan membayar
kembali sukuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Sukuk
memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi konvensional, yaitu dalam
kegiatan mulai dari transaksi diterbitkannya sampai pada aktivitas penyerahan hasil
harus sesuai dengan prinsip syariah, antara lain transaksi yang dilakukan oleh para
pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat serta harus terbebas dari
berbagai unsur larangan, antara lain riba, maysir, dan gharar. Berdasarkan hal
tersebut, maka penerbitan Sukuk Negara atau SBSN harus memenuhi prinsip syariah.

Tujuan penerbitan Sukuk Negara adalah mendapatkan dana masyarakat di
luar pajak yang kemudian kumpulan dana tersebut digunakan untuk membiayai
program pembangunan nasional. Penerbitan Sukuk Negara tidak hanya bermanfaat
bagi negara tetapi juga bagi warga negara karena dapat digunakan sebagai sarana
berinvestasi sekaligus membantu pemerintah dalam menyelesaikan program
pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan dasar hukum bagi
pemerintah dalam melakukan penerbitan sukuk dan untuk mendukung perkembangan
keuangan syariah maka pemerintah kemudian membentuk UU 19/2008 yang
mengatur secara khusus mengenai penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara atau
SBSN. Dengan berlakunya UU 19/2008 maka menjadi dasar hukum (legal basis) bagi
penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara atau SBSN, serta memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat yang akan menggunakan Sukuk Negara dalam berinvestasi
berdasarkan prinsip syariah di mana hak warga negara Indonesia khususnya yang
beragama Islam dalam menjalankan sistem ekonominya mengacu pada Al Quran,
Hadist, dan ljma pun menjadi lebih dilindungi oleh negara.

Terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan apakah frasa “prinsip-
prinsip syariah“ dalam Pasal 25 UU 19/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945,
menurut Mahkamah, secara umum prinsip syariah dalam transaksi keuangan terdiri
dari Ta’awun yaitu prinsip kemitraan, Kemaslahatan yaitu prinsip yang mengutamakan
manfaat, Tawazun yaitu prinsip kesatuan dan saling bekerja sama, prinsip saling ridho
yaitu tidak ada paksaan dalam menjalani perjanjian yang telah ditetapkan, dan
Rahmatan il ‘Alamiin yaitu prinsip yang mengutamakan manfaat bagi siapa saja.
Salah satu prinsip syariah yang diterapkan dalam Sukuk Negara atau SBSN adalah
transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan
maslahat. Sehingga, jika dicermati secara substansi maka frasa “prinsip syariah” atau
frasa “prinsip-prinsip syariah” sebenarnya adalah sama, yaitu menunjukan sesuatu
yang jamak dan tidak tunggal. Penggunaan frasa “prinsip syariah” dalam arti jamak



juga digunakan dalam Peraturan Pelaksanaan dari UU 19/2008, yaitu dalam Pasal 17
ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2008 tentang
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding
Di Pasar Perdana Dalam Negeri menyebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan
penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara bookbuilding harus mencantumkan
pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah dalam dokumennya. Oleh
karena itu, penggunaan frasa “prinsip syariah” atau “prinsip-prinsip syariah” dalam
Pasal 25 UU 19/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat
(1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena secara
substansi keseluruhan UU 19/2008 adalah bentuk pemenuhan kewajiban negara
terhadap hak konstitusional warganya yang diamanahkan oleh UUD 1945. Terlebih
lagi, frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 UU 19/2008 tidak menjadikan
Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1945. Pemohon tetap dapat melakukan transaksi keuangan berupa pembelian
Sukuk Negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pelaksanaan Pasal 28E
ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan
demikian, menurut Mahkamah, penggunaan frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam
Pasal 25 UU 19/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat
(1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan inkonstitusional frasa “yang dimaksud
dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang
syariah adalah Majelis Ulama Indonesia” dan frasa “lembaga lain yang ditunjuk
Pemerintah“ dalam Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008, Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut:

Melalui pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI1X/2021,
Mahkamah telah memberikan penegasan bahwa penempatan urusan penentuan
prinsip syariah sebagai otoritas agama merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi
khususnya Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin warga negara untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
Terkait dengan hal itu, Mahkamah menegaskan pula bahwa MUI merupakan lembaga
yang berkompeten menjawab dan merespon permintaan fatwa, pertanyaan dari
pemerintah, lembaga, atau organisasi sosial mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan, salah satunya adalah permasalahan di bidang keuangan syariah.
Sehingga, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 yang menyebutkan lembaga yang
memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah salah satunya MUI
adalah sudah tepat karena salah satu tugas MUI adalah memberi fatwa di bidang
keuangan syariah. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 memberi legitimasi
kepada Pemerintah untuk menunjuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam
menetapkan fatwa di bidang syariah selain MUI dan hal itu tidak dimaksudkan untuk
membuat ketidakjelasan tetapi justru memberikan kepastian hukum terhadap fatwa
yang diberikan dengan syarat sepanjang lembaga tersebut merupakan lembaga yang
dimintai pendapatnya oleh Pemerintah.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon a quo, hal yang
diinginkan Pemohon justru telah diakomodir oleh pembentuk undang-undang melalui
Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 di mana norma a quo memberikan landasan dan
legitimasi kepada Pemerintah ketika akan membentuk lembaga lain selain MUI untuk
memberi fatwa dalam rangka penerbitan Sukuk Negara. Sehingga, Penjelasan Pasal
25 UU 19/2008 memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia
khususnya yang beragama Islam apabila ingin menggunakan Sukuk Negara sebagai
instrumen investasinya. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008
khususnya frasa “lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah“ dan frasa “Yang dimaksud
dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang
syariah adalah Majelis Ulama Indonesia” tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat



(1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menetapkan
mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.



